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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
2.1 
Kajian Pustaka
Dalam kajian pustaka ini akan dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul ini, yaitu tentang akuntansi sektor publik, akuntabilitas publik, pengawasan, pajak, pajak parkir, dan hubungan antara akuntabilitas dengan pangawasan pajak parkir.
2.1.1 
Akuntansi Sektor Publik
Dalam akuntansi sektor publik ini akan dijelaskan beberapa penjelasan tentang pengertian akuntansi sektor publik, perbedaan dan persamaan Sektor publik dan sektor swasta, tujuan akuntansi sektor publik, karakteristik akuntansi sektor publik, ruang lingkup akuntansi sektor publik, persyaratan akuntansi sektor publik.
A. 
Pengertian
Pengertian akuntansi sektor publik menurut Ihyaul Ulum MD dalam buku ”Pengantar Akuntansi Sektor Publik”, menyatakan bahwa : 

”Sebuah Kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”. 
    (2004:9)
Dari pengertian diatas, maka dapat diambil intinya bahwa akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.


B. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik Dan Sektor Swasta

Dilihat dari pengertian diatas sudah jelas bahwa akuntansi sektor publik dan sektor swasta memiliki beberapa perbedaan dan persamaan.

Secara umum yang membedakan secara signifikan antara organisasi sektor publik dan perusahaan swasta menurut Ihyaul Ulum MD dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” adalah :

“1. Tujuan Organisasi

   2. Sumber-sumber Pendanaan
   3. Pola Pertanggungjawaban

   4. Struktur Organisasi

   5. Karekteristik Anggaran
   6. Stakeholder yang dipengaruhi

   7. Sistem Akuntansi yang digunakan”
(2004 : 17)
Pada sektor publik dan Sektor Swasta memiliki beberapa sisi persamaan, 

antara lain :

“1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi

   2. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum

   3. Merupakan Integral sistem ekonomi di suatu negara

   4. Menghadapi kelangkaan sumber daya

   5. Proses Pengendalian Manajemen

   6. Terikat pada peraturan perundang-undangan

   7. Menghasilkan produk yang sama” 








      

(2004 : 15)
Jadi dalam organisasi sektor publik memiliki makna yang berbeda dengan organisasi swasta. Pengertian publik terkait dengan stakeholder organisasi. Sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sektor swasta, sehingga stakeholder pada sektor publik lebih beragam dibandingkan dengan sektor swasta.

C. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) yang dialih bahasakan oleh Mardiasmo terdapat pada buku ”Akuntansi Sektor Publik” menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

 “1. Memberi informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi
2. Memberikan informasi memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik, tujuan ini terkait dengan akuntabilitas”. 








  




                          (2002:14)  
Sedangkan tujuan akuntansi sektor publik itu terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manejemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manejemen maupun alat informasi bagi publik.
Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manejemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, pengganggaran, evaluasi kerja, dan pelaporan kinerja.
D. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dari hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. 

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan karakteristik akuntansi tersebut karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Menurut Mardiasmo dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” itu terdapat Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.
Tabel 1
Komponen lingkungan yang mempengaruhi 

organisasi sektor publik
	Ekonomi
	Politik
	Kultur
	Demografi

	1. Pertumbuhan Ekonomi

2. Tingkat Inflasi

3. Pertumbuhan pendapatan perkapita
4. Struktur produksi

5. Tenaga Kerja

6. Arus modal dalam negeri

7. Cadangan devisa

8. Selection informal

9. Nilai tukar mata uang

10. Utang dan bantuan luar negeri

11. Infrastruktur

12. Teknologi

13. Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi


	1. Hubungan negara dan masyarakat

2. Legitimasi Pemerintah

3. Ideologi negara
4. Tipe rezim yanmg berkuasa

5. Elit politik dan massa

6. Jaringan internasional

7. Kelembagaan


	1. Historis

2. Sosiology masyarakat

3. Karakteristik masyarakat

4. Tingkat Pendidikan

5. Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya

6. Sistem nilai di masyarakat


	4. Pertumbuhan penduduk

4. Usia penduduk

4. Migrasi

4. Tingkat Kesehatan




(sumber : Mardiasmo 2002 : 2)

E. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakkan aktivitas terspesialisasi demi suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang dibutuhkan dan subtansial keberadaannya.
Menurut Mardiasmo dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” menyatakan bahwa  :

“Dilihat Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat diilhami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik”.







                          (2002 : 2)

F. Persyaratan Akuntansi Sektor Publik 

Persyaratan akuntansi sektor publik telah ditentukan dalam A manual for goverment accounting dari United nations organization (PBB), yang dialih bahasakan oleh Indra Bastian dalam buku ”Akuntansi Sektor Publik di Indonesia” adalah sebagai berikut :

   “1.
Sistem akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan UUD, Undang-undang dan peraturan lainnya
2.  
Sistem akuntansi selaras dengan klasifikasi anggaran

3.  
Rekening dikaitkan dengan jelas pada obyek dan tujuan peneriman
       pengeluaran

4. 

Sistem akuntansi membantu proses pemeriksaan dan menyajikan   informasi yang akan diperiksa
5.  
Sistem akuntansi selaras dengan pengawasn administratif dana, kegiatan, menejemen program, pemeriksaan intern, dan penilaian kinerja

6.  
Rekening melambangkan kegiatan ekonomi

7.  
Sistem akuntansi menghasilkan informasi keuangan untuk pengembangan perencanaan program dan penilian kinerja
8. 

Rekening digunakan sebagai dasar analisis ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah”.

(2001:152)

Karena akuntansi sektor publik merupakan informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Maka dari itu pemerintah harus bisa memenuhi persyaratan yang tercantum diatas. 
2.1.2 Akuntabilitas Publik
Akuntansi sektor publik terkait dengan beberapa tiga hal pokok penting, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai pengertian akuntabilitas.

Pengertian akuntabilitas menurut Ihyaul Ulum MD dalam buku “Pengantar Akuntansi Sektor Publik” adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat”.
(2004 : 40)
Sedangkan pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut”.
(2002 : 20)

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atau aktivitas kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.
Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu :
“1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)
  2. Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability)”
     (2004 : 22)

Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Untuk memenuhi akuntabilitas harus melaporkan empat hal, yaitu :

“1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.  

  2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan – pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber - sumber inefisiensi serta pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek – proyek publik.

  3. Akuntabilitas program 
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

  4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas”.
(2002 : 21)

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik tidak bisa  melepaskan diri dari pengaruh kecendrungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik juga dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian serta alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.
2.1.3 Pengawasan Pajak Parkir
A. Pengertian :

Pengawasan ini bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian pengawasan menurut Baswir dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” yang ditulis oleh Ihyaul Ulum MD, menyatakan bahwa :

 “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”. 








                        (2004 : 78)

Sedangkan menurut T. Hani Handoko dalam buku “ Manajemen ”, menyatakan bahwa : 

“Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan”.
       








(2003 : 25)
Jadi pengawasan sangat penting dalam pencapaian tujuan setiap organisasi sektor publik ataupun sektor swasta dan agar dalam pencapaian tujuannya tersebut berjalan dengan rencana dan aturan-aturan yang berlaku.
2.1.4 Pajak
Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa pengertian pajak daerah.
A. Pengertian
Dalam pembahasan materi pajak daerah dan retribusi daerah perlu diberikan pengertian-pengertian untuk memahaminya. Di bawah ini beberapa pengertian mengenai pajak.

Pengertian pajak menurut Andiani dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, yaitu :
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.
   (2001:2)

Sedangkan menurut Rachmat Soemitro dalam buku “Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan” adalah:

“Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipisahkan ) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
(2001:50)
Sedangkan dalam buku Perda Nomor 05 tentang Pajak Daerah adalah :
“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Yang termasuk pajak daerah adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C, parkir, dan sarang burung walet”.

  (2004 : 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak / pungutan yang bersifat wajib atas penyelenggaraan pajak daerah tanpa adanya kontra prestasi.

B. Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berguna untuk menunjang penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Dalam hal ini akan ini dibahas mengenai jenis pajak daerah.

Jenis pajak daerah menurut Panca Kurniawan dan Agus Purwanto dalam buku “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” adalah sebagai berikut :
   “a. Pajak Parkir

b. Pajak Restoran

c. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

d. Pajak Hotel

e. Pajak Hiburan

f. Pajak Reklame

g. Pajak Penerangan Jalan”
(2004 : 50)

2.1.5 Pajak Parkir
Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi yang besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
A. Pengertian
Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa pengertian pajak parkir menurut  ahli perpajakan. 

Pengertian pajak parkir menurut Panca Kurniawan dan Agus Purwanto dalam buku “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia”, yaitu :

“Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yng disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”.
(2004 : 77)
Pajak Parkir yang selanjutnya disingkat adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan tempat parkir atau jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggaraan tempat parkir.
Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung, peralatan milik pemerintah / swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat penyimpanan kendaraan dan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah / swasta, orang pribadi atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.

Peralatan parkir adalah peralatan milik pemerintah / swasta, orang pribadi atau badan diluar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.

Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.

Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu, dan atau untuk diperjualbelikan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan.
B. Objek Pajak Parkir 

Objek pajak parkir yaitu penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Klasifikasi tempat parkir sebagaimana yang dimaksud oleh objek pajak dalam buku “Perda Nomor 05 tentang pajak parkir” adalah sebagai berikut : 
   “a. Gedung parkir

b. Peralatan parkir

c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran

d. Tempat penitipan kendaraan bermotor”
 








              (2004 : 9)


C. Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. 
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
D. Pengecualian Objek Pajak
Dalam pelaksanaan objek pajak parkir itu ada beberapa yang tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak parkir.

Menurut Panca Kurniawan dan Agus Purwanto dalam buku “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia”, ada beberapa pengecualian objek pajak adalah sebagai berikut : 
“a.  Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah    daerah.

  b.  Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan  lembaga - lembaga internasional dengan asas timbal balik.

  c.  Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam peraturan daerah”.
  (2004:78)
E. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembayaran pajak daerah
Dalam pelaksanaan pembayaran pajak daerah itu sangat diperlukan beberapa dokumen-dokumen yang sangat diperlukan. Berikut ini dokumen-dokumen yang digunakan untuk pembayaran pajak daerah.
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) 

Adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.


2.
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang di kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
3.
Surat Ketapan Pajak Daerah (SKPD)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
4.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menetukan  kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

5.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
6.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan (SKPDKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan  tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
7.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

8.
Surat Tagihan Pajak Daerah  (STPD)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.


F. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak
Berdasarkan buku Perda nomor 05 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir menyebutkan bahwa :

“Dasar pengenaan pajak dalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir, berdasarkan klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Tarif pajak tersebut ditetapkan sebesar 20% dari jumlah pembayaran”.
(2004 : 10)

G. Masa Pajak, Pajak Terutang, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Berikut ini adalah masa pajak, pajak terutang, dan surat pemberitahuan pajak daerah berdasarkan buku Perda nomor 05 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir adalah sebagai berikut :

“1.  Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.
  2.  Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan parkir di tempat/wilayah parkir.
  3.    Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD.
  4.    SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, lengkap.
  5.   SPTPD harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh walikota.
  6.   Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan lebih lanjut oleh  Walikota”.

            (2004 : 10) 


H. Penetapan Pajak
Berikut ini adalah penetapan pajak daerah berdasarkan buku Perda nomor 05 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir adalah sebagai berikut :
“1.   Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD).
  2.  Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
  3.  Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat nenerbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
  4.   Dalam jangka watu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, walikota dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  5.   Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak". 

            (2004 : 11)
I. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 
Berikut ini akan dibahas mengenai tata cara pembayaran dan penagihan berdasarkan buku Perda nomor 05 tentang Pajak Parkir adalah sebagai berikut :  

 “1.   Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

2. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD. 

3. Pajak yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan keberatan dan keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

1. Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

2. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota.

3. Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.


4. Dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah tanggal surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

5. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa.

6. Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 hari kerja sejak surat peringatan atau surat lain diterima oleh wajib pajak.

7. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk  segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

8. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.

9. Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

10. Penunjukan juru sita ditetapkan oleh Walikota.

11. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan putusan banding yang kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

12. Bentuk, jenis dan formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota”.
(2004 : 12)
J. Kadaluwarsa

Beberapa hal yang menjadi kadaluwarsa terhadap penagihan pajak, yaitu :

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung  sejak tanggal terhutangnya pajak, kecuali apabila pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

2. Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat peringatan dan surat paksa

b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak dari wajib pajak baik langsung, maupun tidak langsung.

K. Keberatan dan Banding

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alas an-alasan yang jelas.

3. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat diajukan, kecuali wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak di anggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh walikota.

8. Permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alas an yang jelas dan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan cari keputusan tersebut.

9. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.


10. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % setiap bulan untuk paling lama.

L. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

1. Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh walikota.
M. Tata Cara Pemungutan Pajak  

1. Surat teguran atau surat peringatan atau lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

3. Surat teguran, surat peringatan, dan surat sejenis lain dikeluarkan oleh pejabat.
4. Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

5. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis. 


6. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara.

7. Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
Bentuk, jenis, dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanakaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.
Prosedur pelaksanaan penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung ada dua yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan penerimaan kas (pajak) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Prosedur akuntansi penerimaan kas (pajak) di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 
Fungsi atau pihak yang terkait dengan penatausahaan dan Akuntansi penerimaan kas di SKPD dan SKPKD adalah:

a. Wajib Pajak/ Retribusi

b. Masyarakat

c. Badan Usaha Milik Daerah

d. Badan Usaha Milik Negara

e. Perusahaan


f.      Dinas Pendapatan Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

g. Bank atau Kantor Pos

h. Bendahara Penerimaan

i.      Petugas Pemungut

j.      Bagian Keuangan di SKPD (Pencatat)

k. Fungsi Verifikasi

l.      Fungsi Keuangan
Prosedur penerimaan kas dengan Official Assessment System, sebagai berikut:
1. Pengguna anggaran menerima SSRD/SSPD/karcis dari wajib pajak/wajib retribusi

2. Pengguna anggaran membuat Surat Tanda Setoran (STS), buku kasir penerimaan dan Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH)

3. Pengguna anggaran menyetorkan uangnya ke Bank 
4. Bank melakukan pengesahan setoran dan membuat STS rangkap dua dan memo kredit, STS lembar pertama dikirimkan untuk pengguna anggaran dan STS lembar ke dua beserta memo kredit ke bagian keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Oleh bagian keuangan khususnya bagian pembukuan, STS itu diteliti dan dicocokkan kemudian di jurnal dengan menggunakan komputerisasi sehingga buku besar sudah diketahui jumlahnya untuk masing-masing perkiraan dan STS kemudian di arsipkan.

2.1.6 Hubungan Akuntabilitas Dengan Pengawasan Pajak Parkir 

Akuntansi Pemerintahan sangatlah penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, karena akuntansi pemerintahan dapat menyediakan informasi keuangan pemerintahan di semua tingkat dan unit yang ada. Akuntansi pemerintahan yang menyediakan informasi Keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dalam pengambil keputusan serta penilaian kinerja pemerintahan.
Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Selain itu, dengan akuntabilitas kebijakan yang cukup tinggi dan dilakukannya penyederhanaan prosedur administrasi umum akan ditingkatkan pula prosedur pengendaliaannya. Pengendalian atas hasil penilaian pajak parkir dapat dilakukan melalui anggaran dan pendapatan daerah, dimana terdapat laporan anggaran dan realisasinya.
Sebagaimana halnya perusahaan atau instansi, lembaga keuangan pemerintah yang membutuhkan jasa akuntansi yang disebut adalah akuntansi sektor publik baik untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan lembaga pemerintah yang bersangkutan, jenis akuntansi yang dipakai adalah akuntansi sektor publik.


Menurut Mardiasmo dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” adalah sebagai berikut :
“Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan – pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber - sumber inefisiensi serta pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek – proyek publik”.
            (2002 : 22)

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak parkir itu sangat dibutuhkan dalam pendataan objek pajak parkir supaya tidak adanya objek pajak parkir yang tidak terdaftar dan pajak parkir yang tidak tertagih sehingga pengawasan itu sangat berpengaruh pada akuntabilitas yang memberikan tanggung  jawabnya kepada otoritas yang lebih tinggi. Jadi akuntabilitas terhadap pengawasan itu harus terlaksana dengan baik supaya akuntabilitasnya bekerja secara optimal, karena dapat mempengaruhi pada kinerja pengawas untuk memberikan tanggung jawab atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan masyarakat luas.

2.2 Kerangka Pemikiran
Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah.
Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung bahwa penerimaan terbesar yang diperoleh oleh Dinas Pendapatan Daerah kota bandung selama ini bersumber dari penerimaan pajak penerangan jalan umum. 

Sedangkan pajak parkir sebagai sumber penerimaan yang cukup besar yang diperoleh oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka dibutuhkan pengawasan dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi atau bila perlu ekstensifikasi agar potensi yang berhubungan dengan pajak parkir yang terdapat dikota bandung dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efektivitas yang setinggi mungkin.
Selain itu tujuan dari pengawasan dimaksudkan untuk lebih menjamin semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa mempersoalkan pada tingkat manejerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan .

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang sesuai dengan perundang – undangan terutama dari penerimaan pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pajak adalah suatu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan artinya dimana negara Indonesia belum dapat membangun jika pajak tidak berjalan. Maka diadakan langkah-langkah pengupayaan peningkatan pembangunan diantaranya dengan mengelola, pajak sebaik-baiknya misalnya pengelolaan sumber pendapatan daerah yang potensial, terutama yaitu Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan darah. Yang termasuk Pajak Daerah adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C, parkir, dan sarang burung walet. 

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badab jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.


Pajak parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah memerlukan pengelolaan secara professional oleh sumber daya yang memiliki integritas dan kejujuran. Oleh katena itu pengawas sangat dituntut untuk memiliki dedikasi, loyalitas, serta integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya sasaran atau rencana – rencana tersebut. 

Sebagai alat pengendalian menejemen dan akuntansi, pengawasan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah diteteapkan sebelumnya.

T. Hani Handoko dalam buku “ Manajemen ”, menyatakan bahwa : “Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan”. 

















(2003 : 25)
Dari uraian dan beberapa definisi di atas, maka penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

1. Pengawasan merupakan salah satu kegiatan yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu tugas agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan bila perlu melakukan perbaikan terhadap penyimpangan – penyimpangan yang terjadi.

2. Penerapan prosedur – prosedur  pengawasan merupakan salah satu cara pengawasan yang diharapkan akan mendapatkan hasil – hasil yang memadai.


Sehubungan dengan ini penulis perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam menyangkut pengaruh akuntabilitas terhadap pengawasan pajak parkir.
Sedangkan pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut”.
(2004 : 20)

Berdasarkan uraian di atas, penulis hanya akan membahas atau meneliti pajak parkir saja, alasannya yang membuat penulis tertarik adalah semakin banyaknya penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik oleh pribadi atau badan, seperti kita ketahui penggunaan tempat parkir ini dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat, ini berarti menunjukan penerimaan – penerimaan pajak parkir pada daerah Kota Bandung juga akan bertambah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak parkir dapat diperoleh apabila pengawasannya baik, jangan sampai ada pajak yang tidak tertagih.

Setelah diberlakukan otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus biasa membangun daerah sendiri dengan menggunakan dana yang berasal dari daerahnya yang salah satunya yaitu berasal dari pajak parkir. Untuk melaksanakan pembangunan daerah ini diperlukan dana yang sangat besar, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus terus berupaya dalam menggali potensi dan sumber - sumber keuangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya.

Tabel 2
Penelitian dan Referensi yang berkaitan dengan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengawasan pajak parkir

	Penulis / Judul
	Hasil

	Penulis : MC. Graw Hill Book Company, 1979),

Judul : Kondisi Keuangan Daerah 2The Debt Rating Service Division of Standar and Poor’s Division, “Standard and Poors Rating Guide(New York).
	Hasil : untuk mengetahui kemungkinan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melunasi utangnya yang berupa pajak daerah ketika jatuh tempo dengan cara : 1. Melakukan review terbatas atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pinjaman daerah dan pajak daerah. 2. Melakukan review terbatas atas kondisi keuangan pemerintah pusat yang berdampak pada perubahan kebijakan di bidang fiskal dan moneter atau keuangan. 3. Melakukan review terbatas atas kondisi keuangan pemerintah daerah, kondisi ekonomi daerah dan kondisi geografi serta demografi daerah.

	Penulis : MC. Graw Hill Book Company, 1979),

Judul : Kondisi Keuangan Daerah 2The Debt Rating Service Division of Standar and Poor’s Division, “Standard and Poors Rating Guide(New York).
	Hasil : Keuangan daerah (APBD) merupakan gambaran kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah yang meliputi : tingkat solvabilitas, tingkat likuiditas,tingkat penerimaan, dan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. • Kondisi Ekonomi Daerah merupakan gambaran kondisi ekonomi daerah yangmenunjukan keragaman, produktifitas dan stabilitas ekonomi daerah, serta nilai kekayaan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi ekstor-sektor ekonomi daerah. • Kondisi Geografi dan Demografi Daerah Kondisi geografis merupakan gambaran atas lokasi dan sumber daya alam yang dimiliki daerah.



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan pada gambar dibawah ini :


[image: image1]
Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Dari gambar tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas itu berpengaruh pada pengawasan pajak parkir yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Di bawah ini gambar yang menjelaskan bahwa akuntabilitas (X) berpengaruh pada pengawasan pajak parkir (Y).



1.2 

Paradigma Kerangka Pemikira


2.3 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya lemah dan tesis berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. 

”Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian.” 
















              (2006:53)
Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis seperti penelitian eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Tetapi melalui penelitian eksploratif dan deskriptif justru akan menemukan hipotesis.
Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat diambil hipotesis yaitu :

“Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan pajak parkir”.
Akuntabilitas


(X)





Pengawasan Pajak Parkir


(Y)
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